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ABSTRAK

* ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
UM¥ DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

MIRANTI INDAH PERTIWI
NIM: 11675202039

Buepun-6uepun 1Bgnpullig eydid yeH
XSNS NIN >1!I!UJ§10§0 AeH ©

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten
Indra&iri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
partisi’pasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan
Seberida serta apa yang menjadi hambatan yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengukur faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida,
dalam penelitian ini menggunakan teori Slamet yang terdiri dari beberapa indikator
yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, tingkat pekerjaan
dan penyuluhan. Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.
Serta yang dijadikan sebagai key informan. Dan pengumpulan data dengan teknik
observasi, kuesioner kepada 100 responden serta wawancara dengan masyarakat.
Hasil?enelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi
dan bangunan di Kecamatan Seberida dari indikator tingkat pendidikan tergolong
kurang" baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik
dengét presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan
prese@ase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%,
dan p€nyuluhan tergolong cukup baik dengan presentase 44%. Saran penulis untuk
meni@katkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan
adalafi. dengan cara memberikan pengahargaan untuk masyarakat yang taat dan
patuhgdalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan
setiap™tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas
membnzyar pajak dalam mengurus segala administrasi di kantor desa.

}

j+V)
Kata g,unci: Partisipasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Kecamatan Seberida

nery wisey jrrek



NVIY VISNS NIN

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAIeY yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

5

{
ud

£

‘nery eysng NiN Jefem bueA uebuuaday ueyibniaw yepn uediynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘ueiode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAsey uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

)

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywniuedusw eduey Iul sin) eAsey yninjas neje uelbeqgas dinbusw bueleiq °|

ssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

©

i I

O

=

o KATA PENGANTAR

o

® SN ZN ), -
5440 I M—a«b

2 LA s .

=

=
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mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan lImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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= PENDAHULUAN

QO

=

gar Belakang Masalah

z Suatu negara dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan
7))

ngembutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan
=

p%nbangunan. Meningkatnya kebutuhan pembangunan mendorong untuk

n?aéningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola setiap
pendapatan masuk maupun mengelola setiap pendapatan keluar yang
diperkirakan. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan dalam Negara
maju, Negara berkembang bahkan Negara terbelakang sekalipun. Semua
kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta merata
dgam material dan spiritual yang sesuai dengan pancasila.

% Sondang P. Siagian (2000:4) mengatakan bahwa yang dimaksud
dgngan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan

ubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa

o)
I®N 2

nuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding).

Ky1sFoA

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai

1ES jJo

sgsuatu untuk dilaksanakan yang dilakukan secara terencana, baik dalam arti

jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Dalam melaksanakan pembangunan

nery wisey jredg Fey
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©
a

o , i , .
demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tentunya
(@)

rﬁ:émbutuhkan dana yang tidak sedikit. Di lihat dalam Anggaran Pendapatan
QO

Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang diterima oleh Negara
d@eroleh dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas (pajak dan non

pg}ak). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah
»

ngelalui penerimaan pajak. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1
=

a%t 1 No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang
ngrumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat
(sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara
d%gan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan
p%nbangunan. Serta berfungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk

<]
nﬁancapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya dalam bidang

(o]

ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

I

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan primadona

am Negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan

;(E_KHSJaA

BS

penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk

3

=~
ae

pentingan umum. Agar pelaksanaan pembangunan berhasil diperlukan

nery wisey jrreAg
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XEH O

partisipasi dari seluruh masyarakat, jadi dalam pelaksanaanya pemerintah harus

usaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu

21810

pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan

[N X!

Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan

S

karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi
o

o%ng atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat
dgi padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga
pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat

terutangnya pada awal tahun berikutnya.

PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau
bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan
bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
Ié:gjt wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang
d?l;haksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dgekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan
ygflg terletak dalam suatu kopleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat
o:%hraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampingan atau
Rﬁang minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan

=S

agﬂntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan

pgrkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan,

nery wisey jrreAg
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REH ©

perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan

)

dﬁédikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka

e

penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah
(Igc_‘AD). Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang
séagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam
ygwg terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat,
=

S%ingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu
ngnyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada Negara
melalui pembayaran pajak.

Agar penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber
pemasukan Negara, maka setiap masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib
pajak harus memenuhi kewajibannya itu sekali setahun dan ikut berpartisipasi
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan sebelum memenuhi kewajiban
t%fsebut, setiap wajib pajak harus sudah memahami pengertian pajak serta fungsi
p%ak itu sendiri. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang pajak tersebut

S}

nﬁzsyarakat akan lebih mengerti bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam
(o]

rﬁgka meningkatkan pendapatan.

Mekanisme dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

ISIOAI

3

PT) adalah petugas pada Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu (Badan

-

Pﬁ’ndapatan Daerah) turun lansgsung ke semua kecamatan. Lalu petugas

}

Kecamatan mengantarkan SPPT tersebut ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan

nery wisey jrreAg
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$eH o

erida, kemudian ketika SPPT sudah ada di Kantor Desa maka diutuslah

1810

pala Dusun untuk mengantarkan SPPT tersebut kepada setiap RT yang ada,

IR e

u SPPT tersebut dibagikan ke setiap rumah wajib pajak. Sedangkan untuk

bayaran pajak bumi dan bangunan tersebut, bisa langsung dibayar kepada

NS

R yang menjadi utusan Desa, juga dapat dibayar melalui Bank dan Kantor Pos.

S

Untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunannya

A

sa)gmai bertahun-tahun tidak dibayar dapat mempengaruhi target yang sudah
d%étapkan menjadi tidak tercapai atau terealisasikan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan pada Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan
penerimaan pendapatan daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah target
dan realisasi penerimaan PBB perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Seberida:

9] il . .
Tabel 1.1 Target dan realiasasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

(¢°]
z di Kecamatan Seberida tahun 2016-2018
<5}
No | Tahun Target Realisasi %
Al (Dalam Rp.) (Dalam Rp.)
1; 2016 1.213.577.082 520.811.800 42.91%
ZE' 2017 1.333.577.578 574.174.576 43.05%
ém"; 2018 1.573.239.830 649.677.490 41.29%
S@ber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun

gng jo

khir kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target

g telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 realisasi

nery wisey ;119@ ue
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geH 0

lu meningkat namun masih jauh untuk memenuhi target yang sudah

etapkan setiap tahun nya, bahkan presentase setiap tahun selalu menurun,

%IO

}

o
=T >/

ihat pada tahun 2016 hanya 42.91% yang terelasisasi, sedangkan pada tahun

=1

7 meningkat menjadi 43.05% dan pada tahun 2018 penerimaan PBB
ngalami penurunan yaitu hanya 41.29% dibanding tahun sebelumnya yang
ncapai 43.05%

Berdasarkan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang

1M eXENS BIN

d@entukan, pemerintah sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak
patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa denda. Bagi wajib
pajak yang terlambat membayar pajak dari tempo atau waktu yang sudah
ditetapkan maka wajib pajak akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai
pajak. Bagi wajib pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB
perdesaan dan perkotaan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut

a&n dikenakan denda yang sama yaitu sebesar 2% perbulan.

[SI 9

Sedangkan, untuk Kecamatan Seberida Kabupaten Indrgiri Hulu
<]
séhdiri dalam hal partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan
(o]
b%gunan perdesaan dan perkotaan masih belum bisa dikatakan baik, karena

<
ngasih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya tersebut

3

s@wingga tidak meningkatkan penerimaan realisasi PBB, hal tersebut dapat dilihat

J

dgiam tabel sebagai berikut:

nery wisey JireAg uej|
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bel 1.2 Jumlah wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan

Seberida tahun 2016-2018

Mindlerdio gen o

Tahun | Jumlah Wajib | Wajib Pajak yang | %
Pajak membayar
12016 | 19.536 7.534 37.64%
2.=|2017 |[19.601 7.278 37.13%
3.<]2018 | 20.007 6.759 37.78%

Sur@er: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019
(2]

a Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang

bqupartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum cukup baik.
Dﬁihat dari menurunnya wajib pajak setiap tahun di mulai dari tahun 2016 hingga
tahun 2018. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.536
wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu hanya 7.534 wajib pajak.
Kemudian pada tahun 2017, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.601 dan yang
membayar hanya ada 7.278 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah

wajib pajak yang terdaftar lebih meningkat yaitu 20.007 wajib pajak, namun yang

e

bevpartisipasi semakin menurun hanya 6.759 yang berpartisipasi.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bukan hanya melalui sumber

yaan alami, hasil perusahaan Negara ataupun daerah dan yang lainnya.

x
(gogum[s

Namun partsipasi masyarakat dalam membayar pajak juga memberikan kontribusi

sxaglu

yahg besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Faktanya masih

0 A

bé(ﬁyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan
=

bﬁgunan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya kurangnya
=

ke§adaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, kurangnya sosialisasi
j+¥)

nery wisey i



‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAIeY yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

NAVIY VISNS NIN
(0

‘nery eysng NiN Jefem bueA uebuuaday ueyibniaw yepn uediynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘ueiode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAsey uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) Iul sijn} eAIey yninjas neje ueibeges dinbusw Buelejiq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuig e3di yeH

temtang cara membayar pajak yang ditujukan kepada masyarakat,jarak tempuh

O 2BH O

yz‘ég lumayan jauh untuk membayar pajak, dan meskipun sudah ditetapkan sanksi
tegas bagi warga yang telat membayar pajak namun wajib pajak itu sendiri masih
tidgk berpartisipasi secara langsung apabila tidak membutuhkan dengan cepat
b%ti pembayaran PBB tersebut serta besarnya tarif yang memberatkan bagi wajib
pajak.

=

)
A

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk
n%ngetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian demi
mengambil judul ”Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik rumusan

& 21835

salah sebagai berikut:

I

ure

1.2 Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

I9AIUN D

2.~ Mengapa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Seberida tidak

pernah memenuhi target?

nery wisey JrreAg uejyng jo £A31s
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3 Twjuan Penelitian

&

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan rumusan

e1dio

masalah tersebut adalah:
l.iUntuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

Ebangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
»

2., Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan
-~

Buepun-Buepun 16unpuijig exdid yeH

QO . A . .
I,bangunan di Kecamatan Seberida selalu menurun dan tidak memenuhi target.

c
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal
partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Seberida.

2§Sebagai informasi dan bahan pertimbangan ke depan dalam meningkatkan

:ipartisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di

%:,Kecamatan Seberida.

(2}

3§Untuk menjadi masukan tempat objek penelitian
<
45 Bahan infromasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan

A1

o Penelitian dengan permasalahan yang sama.

nery wisey JrreAg uejng j
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5 Sistematika Penulisan

nery exshs Nin 1w efio

Bl:

w

PENDAHUUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian.

: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang definisi konsep, teori-teori yang
berhubungan dengan pemecahan masalah penelitian, referensi yang
bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan
masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, definisi

konsep, kerangka pemikiran dan konsep operasional.

BAB Il : METODE PENELITIAN

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 3}e}§

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis
penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik dan pengumpulan
data serta analisa data. Dengan demikian dapat diketahui beberapa
jumlah sampel yang dapat penulis ambil, teknik dan metode serta

analisa apa yang dapat digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan dan tentang sejarah objek penelitian, aktiviras

objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian.
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U\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..\ ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
rf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaria 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

gertian Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut

S NIN AFiw e1dioseH o

b%peran serta suatu kegiatan atau keikut sertaan atau peran serta. Menurut
Isg)mudin (dalam Prisma Anugrah 2016:4281) partisipasi dalam arti sederhana
ac@iah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu
kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab akan turut
menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Partisipasi merupakan
keikut sertaan suatu individu atau sekelompok secara sadar untuk mendorong
keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan dan mampu bertanggung jawab atas segala keterlibatannya.

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Siti Irene Astuti Dwi Ningrum 2011:50)

paHisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu

eisgajels

=~

latan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik

I

m menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam

o >

se§;’ala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan
ta:@gung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan
m;@f;ltal dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong
mgreka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok

S

tegsebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

13
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Menurut Mikkelsen (Dalam Mira Andriani 2018:111) membagi partisipasi

)

mﬁhjadi sebagai berikut:

e

nely exsng NinN 4!l

.

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 3}e}§

N

o

1.

S1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan

Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan

Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar
supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-
dampak sosial

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Isbandi (dalam Prisma Anugrah 2016:4282) mengemukakan

.adanya bentuk partisipasi, antara lain:

Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang
diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat

menunjang keberhasilan suatu program.



‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAIeY yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

NV VISNS NIN
(0

‘nery eysng NiN Jefem bueA uebuuaday ueyibniaw yepn uediynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘ueiode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAsey uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywniuedusw eduey Iul sin) eAsey yninjas neje uelbeqgas dinbusw bueleiq °|

Buepun-6uepun 16unpuig e3di yeH

15

@)

A

Qx’z. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang
(@)

TE diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu
;_ program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa
i uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh
= masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.

g?;. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang
-

; diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-
g alat kerja atau perkakas.

Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum 2011:61-63)
membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam
pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam
pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi.

Sedangkan menurut Wahyudi Kumorotomo (2014:136-138) menyatakan

7))
ba%wa secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi
erﬁpat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), merupakan

partisipasi yang paling mudah karena biasanya bersifat rasional.

N

Partisipasi kelompok (group participation), merupakan partisipasi yang
warga negaranya bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk

menyuarakan aspirasi mereka.
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3. Kontak antar warga Negara dan pemerintah (citizen-government
contacting), merupakan proses komunikasi yang dapat terjalin antara
warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat,
menelpon atau pertemuan secara pribadi.

4. Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan pemerintahan,
merupakan partisipasi dimana mensyaratkan keterlibatan langsung

seorang warga Negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

nery e)ysns NN A!jtw ejdio yeHq @

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan
masyarakat secara umum atau sebanyak mungkin dengan pemerintah dalam hal
memberikan aspirasi dan bantuannya guna untuk meningkatkan, memperlancar,
mempermudah, dan menjamin keberhasilan suatu usaha pembangunan yang
sudah ditentukan tujuan awalnya. Berarti masyarakat diharapkan untuk ikut serta,

karena suatu pembangunan yang dirancang akan berhasil apabila mendapat
7))

dtg(ungan dari masyarakat itu sendiri. Karena pembangunan yang dilakukan oleh

peﬁf;nerintah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8
Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) ada beberapa faktor partisipasi
(=

mgsyarakat dalam membayar pajak:
(¢°]

1.§Kondisi sistem administrasi perpajakan
S
2.S.Pelayanan kepada wajib pajak
7))
3.,=':Penegakan hukum perpajakan

ue

4.wnPemeriksaan pajak

nery wisey jrrek
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5.=Tarif Pajak

Partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu

on dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Ada beberapa

ngwéw ejdio

or yang mempengruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi
dan bangunan menurut Slamet (2003:79) dipengaruhi oleh beberapa faktor:
1.§Tingkat pendidikan

2. ATingkat pendapatan

3.QCJ Jarak tempat tinggal

4. Tingkat Pekerjaan

5. Penyuluhan

Penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk
membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti

pajak itu sendiri agar pendapatan dari sektor pajak menjadi lebih optimal maka

je}

peflu diadakan penyuluhan dari pemerintah perpajakan.

gertian Pajak

Pajak di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

SIGA!U@ dIuwre|sy

I

ngntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6

T@un 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak Indonesia diberikan

péi?gertian pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang
=

tefeﬁtang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

nery wisey jrie
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AeH O

undlang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

uk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

)

u

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan

terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan,

Nn3!w ej

ta%)a mendapatkan kontraprestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk
mgnbiayai pengeluaran. Pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk
=
m%ealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang
digpai oleh negara. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dalam Diana Sari 2013:34)
pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Soemitro,SH pajak adalah iuran rakyat

x
g 93e1s

ada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiagla mendapat jas timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

) dRue|

g digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

y

&

ISIJAI

Dr. Soeparman Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran

w@ib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
-~

néfma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif

e
% . .
datam mencapai kesejahteraan umum.
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@)
A
= Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnnya sumber daya
(@)
dai sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran

O
18 ey

wa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama,

betkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk

N3!I

ke%entingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan
»

k@angan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan
-~

kebutuhan masyarakat.
5 Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa
unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

2. Sifatnya dapat dipaksakan

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak
§4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, pemerintah pusat maupun
:i daerah
o
2_5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin
g dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
2.3 Jédnis Pajak

f Pajak yang saat ini berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian,
=8

yéﬁ_u:

1§Pajak Negara
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Pajak Negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada

pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

Ilw e1dio yeH 6

)

C’pemerintah pusat dan pembangunan (Marihot P Siahaan, 2006:9) yang sampai

Zsaat ini masih berlaku adalah:
ga. Pajak Penghasilan (PPh)
2
Q;Jb. Pajak Pertambahan Niali dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dam
g PPN BM)
c. Bea Materai
2. Pajak Daerah
Menurut Marihot P Siahaan (2006:9) mengemukakan bahwa Pajak
Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi

atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

g*)berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan

]

muntuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

I

ure

daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan
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e. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

nery eysng Nin Y!lw ejdio yeH o

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

I. Pajak Sarang Burung Walet

J. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

9}elg§

2.4 Péngertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah

dTuref

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh

Al

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak

}1S

mfnentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan

J

bL%'?]i (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut

I

4

wHayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
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w

angkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

o

takan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat

|!§i e)gtio geH o

gal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,

|

e ’Iasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi

m%faat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. UU No. 28

Tfél)un 2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam
5

pe%gertian bangunan adalah:

a.gJaIan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan.

b. Jalan tol.

c. Kolam renang.

d. Pagar mewah.

e. Tempat olahraga.

f. Galangan kapal, dermaga.

92
0.5 Taman mewah.
-

]

h.;>Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa pinyak fasilitas lain

ure

yang memberikan manfaat.

n»?

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau

Foaru

bahgunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata

mfmpunyai hak dan/atau memperolen manfaat atas bumi dan/atau memiliki,
-~

}1S

mgﬁguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
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AeH ©

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak

10

Negara kemudian berubah menjadi pajak daerah yang penerimaanya merupakan

e

unfuk pendapatan daerah yang digunakan untuk melengkapi penyediaan fasilitas
y@g ada di pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber
péerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang

7))
prﬁses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena sebagian besar

=
pe%duduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek
da{% objek Pajak Bumi dan Banguanna sehingga sangat memungkinkan untuk
meningkatkan dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah harus
berupaya untuk meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut

pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Dareah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

=

Hasil Pajak Daerah

N

Hasil Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang yang dipisahkan

B

Lain-Lain PAD yang sah

IATU[) DTWIB]S] 3}e)}§
w

b.= Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
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eH O

.5 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

&

dio

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau Bangunan”.

X
& e}

sifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan

meénurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan

NI

peﬁlitungan pajak yang terutang. Nurdin Hidayat (2017:257-264) mengemukakan
ba%wa di dalam menetukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-
5
fa%or sebagai berikut:
a.gLetak.
b. Peruntukan.
c. Pemanfaatan
Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut:
a. Bahan yang digunakan.

b.g*)Rekayasa.

-~
(¢

c.;r'Letak.
)
d.?__Kondisi lingkungan dan lain-lain.

(o]
Dgam hal objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

a.

ISIOA

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak

0 A}

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah

ueinsJ

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain.
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©

an

o . .
b.=Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
(@)

Titu

QO
¢.3 Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanag

H

zpenggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum

Zdibebani suatu hak.
wn

d.¢; Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal

d B

balik.

e.c Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang
atau badan yang sevara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak harus orang
atgutjj badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Untuk dapat menentukan

(¢

teftitangnya pajak atas satu objek pajak bumi dan bangunan maka harus ada

o)
SLEjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
(o]

=

Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

N

Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

.

Memiliki bangunan, dan atau;

&

Menguasai bangunan, dan atau;

Memperoleh manfaat atas bangunan.
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ar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai

n

berikut:
Z

1.?Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana telah diubah

(7]

gdengan Undang-Undnag No. 12 Tahun 1994 dan telah di ubah dengan
?Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
=
Daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian
besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB
3. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai

jual kena pajak untuk perhitungan PBB

4.nKeputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang pembagian

%hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah

5.§Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara
zpendaftaran objek PBB.

G.E'Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara
E;'penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat
’S';paksa

nery wisey JureAg uejn



NVIY VISNS NIN

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAIeY yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

{
ud

£

‘nery eysng NiN Jefem bueA uebuuaday ueyibniaw yepn uediynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘ueiode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAsey uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

)

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywniuedusw eduey Iul sin) eAsey yninjas neje uelbeqgas dinbusw bueleiq °|

N Buepun-6uepun 16unpuipq e3di yeH

7P

27

1eH ©

7.=~Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan

ydilo

'wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat satu dan

lw e

bupati atau walikota madya kepala daerah tingkat dua

H

4

8. 'Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KMK.04/1998 tentang penentuan
klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

edur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

dBXENS NIN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk

@iaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta
masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena bumi dan bangunan
memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang
atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat. Oleh
sebab itu wajar kiranya untuk diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat

aﬁu kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui wajib pajak.

]

277.1 Penyusunan Data Awal

I

Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek

un srure

Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini

ISIOA

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Dirjen Pajak. Dalam penyusunan data awal ini dicatat keterangan mengenai
objek dan subjek pajak bumi dan bangunan termasuk dari nama, alamat, dan

dilengkapi dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh
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©
Ak
Qx)wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak. SPOP yang diterima
(@)
© harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani

dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

I e

meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dimaksudkan agar penulisan
yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak

menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak.

nely exsns NIiNti

Jadi data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
seperti luas tanah, bangunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya sesuai
dengan kolom atau pertanyan pada SPOP.
2.7.2 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan petugas akan ditentukan
besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang.

»n . : .. . .
';_,:Besarnya pajak terhutang yang harus di bayar oleh wajib pajak juga

]

o tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk

ure

.menentukan besanya tarif pajak dipakai rumus 0,5% X 20% X NJOP ( Nilai

un >

Jual Objek Pajak). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas

ISIOAI

minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang

0 A}

tidak dikenakan pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan
bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah

Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

nery wisey JjireAg uejng j
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Tidak Kena Pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.

ydilo

201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap

W e

wajib pajak.
.3 Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang)

Dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat

Y e)sng NINY!

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

nei

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak
SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada
Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat
diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati
jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP. Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang yang telah diselesaikan dan ditanda tangani oleh kepala kantor
PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini

juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar

Twe[sy 3jejs

. pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di Kecamatan
Seberida, dari petugas kelurahan diberikan kepada petugas Desa lalu
langsung di berikan kepada wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan
SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, apabila seorang wajib pajak

menerima SPPT pada tanggal 1 maret 2017, selambat-lambatnya pada

nery wisey JrreAg uejpng jo AJIsIsArun) d
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tanggal 31 agustus 2019 ia harus membayar PBB-nya. Tanggal 31 agustus ini

 disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

e1dio yeH ©

237.4 Tata Cara Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari

SNS NIN X!l

= KPP Pratama atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya

e

g!tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk SPPT. Dalam
proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi
dalam peningkatan pembayarannya. Karena cara yang mudah dan tidak
berbellit-belit dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan
kemudahan kepada wajib pajak dalam menghemat waktu dalam pembayaran
PBB. Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran dapat terjangkau dan
tidak memakan waktu untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan

Indonesia dan Bank Tabunga Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro
3. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan atau desa

yang ditunjuk resmi

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 3}e}§
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~.5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan
Elektronik

Dalam rangka agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam

Ilw e}dio YeH @

elakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ditetapkan oleh Dirjen

N3

“Pajak tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas

S

5perbankan elektronik (KEP 371/02). Fasilitas perbankan elektronik adalah

e

Jgasilitias pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai
El;/landiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan
lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada Bank Pemerintah/ swasta
nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik. Keuntungan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui pembayaran elektronik adalah:
1. Melayani pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas objek pajak yang
ada di Indonesia.
2. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional Bank untuk
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Terhindar dari antrian bank pada saat pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan.
.6 Pengurangan, Keberatan dan Banding
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemberian keringanan

pajak yang terutang atas Objek pajak dalam hal:

nery wisey jiredg uejng JoXJISISATU[) dIWE[S] 3)e3G
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1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek
pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:

a. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/
perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki,
dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.

b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan
oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah
yang nilai objek pajak per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dapak positif pembangunan.

c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh
wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata
berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajak bumi dan
bangunannya sulit dipenuhi.

d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan
oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah
sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunannya sulit
dipenuhi.

e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan

oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran
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pembela kemerdekaan, penerimaan tanda jasa bintang gerilya
atau janda ataupun duda.

f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh
wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat

memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Besarnya pengurangan untuk hal-hal tersebut ditetapkan setinggi-

nery e)ysns NN A!jtw ejdio yeHq @

tingginya 75%% oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif mengingat penghasilan
wajib pajak yang besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang Wajib
pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana
alam (gempa bumi, banjir, tanah longor, gunung meletus, dan sebagainya)
atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit dan hama tanaman).

Adapun ketentuan tentang keberatan menurut UU No. 28 Tahun 2009

dTure[sy ajels

" adalah sebagai berikut:
1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya kepada Dirjen

Pajak atas SPPT dan SKP

2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

menyatakan alasan secara jelas.

nery wisey JrreAg uejpng jo AJIsIaArun)
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= 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
(@)

TE diterimnya SPPT maupun SKP, kecuali apabila wajib pajak dapat
;_ menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
i keadaan dliuar kekuasaannya.

= 4. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat
g Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat
L

; Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan
5" Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

5. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
keberatan, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara
tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak tanggal

§Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas
:ikeberatan yang diajukan, jika dalam jangka waktu tersebut telah lewat,
5_ Dirjen Pajak belum menerbitkan suatu keputusan, maka keberatan yang

diajukan dianggap dikabulkan. Isi keputusan atas surat keberatan dapat
berupa mengabulkan seluruh atau sebagian, menolak atau menambah

besarnya jumlah pajak terutang.
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Sedangkan ketentuan banding menurut UU No.28 tahun 2009 adalah

sebagai berikut:
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1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan
Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

. Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulah sejakn tanggal keberatan
dikeluarkan, dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan
alasan-alasan yang jelas dan buti yang diperlukan dan melampirkan

salinan Surat Keputusan Keberatan.

NELHREASI SIS ejdio jyeH @

w

. Putusan badan peradilan pajak merupakan keputusan akhir dan bersifat
tetap.

4. Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak yang
bersangkutan.

5. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka

kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2%

7
g sebulan (maksimal 24 bulan).

%.7 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

?é Setelah SPPT dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus
E-melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 6 bulan
@

g.setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar

hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan
diadakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan tersebut.

Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah

nery wise)| JrreAg uejng jo £
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ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak

1d10 YeH ©

melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat teguran yang

lw e

berlaku paling lama 21 hari.
Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi
dan bangunan akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku

1 x24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan

d EXSNS NIN !

surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah

Qc’dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan
masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak
bumi dan bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan disampaikan
kepada wajib pajak melalui:

1. Kantor Pelayanan Pajak PratamA atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP)
. Kantor Pos

. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan)

U orwe[sy 33e3S

.8 Sanksi Di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

I

ksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi:
Sanksi Administrasi
Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada

waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana

nery wisey jiredg uejng jo &4@131\
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ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari

ajak bumi bangunan yang terutang. Apabila pengembalian SPOP setelah

Nijlw e1dio yeH ©

P
' diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan
diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari
selsih besarnya pajak bumi bangunan yang terutang.

Sanksi Pidana

neiy’eysng NIN

Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau
mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan
kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya
enam bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang
terutang. Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP kepada
Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan

Twe[sy 3jejs

. surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan

un d

: seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau
dokumen lainnya dan tida menununjukkan data atau tidak menyampaikan
keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,
dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-

tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.

nery wisey JrreAg uejing jo A31sIdA
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~.9 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan

IJw ejdio YeH @

aling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan

e

angunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal

o NI

1 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

?ES n

rutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam

sl €

Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

ne

Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

1. Dasar pengenaan pajak

a. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP

b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor
wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan
dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota
(pemerintah daerah) setempat.

c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-
rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

d. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah

dengan memperhatikan kondisi ekonomis sosial.
Pada dasarnya penetapan NJOP (tiga tahun sekali) namun demikian

untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan
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kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun

dio yeH ©

sekali.

llw e}

Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah direktorat

|

Zjenderal pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan
z pendapat Gubernur/ Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta

ns

o memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud assessment value
<L
; adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu
5 suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnyaa. Untuk perekonomian
sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebaniwajib pajak daerah di
pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan,khususnya bagi
pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk
menentukan besarnya NJKP yaitu :
1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
a. Objek pajak perkebunan
b. Objek pajak kehutanan
c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan
dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar
dan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak pertambangan
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©
an
= b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp.
(@)
= 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).
QO
=
iak Dalam Pandangan Islam
Ada beberapa ulama mengemukakan pandangannya mengenai pajak dalam

&S NI

papdangan Islam. Salah satunya menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah
=
kél;yajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada

negéara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan
hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan
untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain
yang ingin dicapai oleh negara.

Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT
kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos
p%’geluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal
ti%kada uang/harta. Dari defnisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum
te%ngkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat
da_%m ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:
1.:3))iwajibkan oleh Allah SWT.

Zi(;)bjeknya adalah harta (al-mal)
=8
3.§ubjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyum), tidak termasuk non muslim

-

4.%ujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
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©

ax

o)
5.=Diberlakukakn karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera
(@)

Tiatasi oleh ulil amri.

QO

S Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan

negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:
1.2Harus adanya nash (al-qur’an dan hadist) yang memerintahkan setiap sumber

7))
= pendapatan dan pemungutannya.

2

2.%\danya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.

3.cSistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan
kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul

beban utama.

4. Adanya tuntunan kemaslahatan umum.

Pajak dalam pandangan islam adalah sebagai berikut:

1. Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu

»n . . . .
ormerupakan bagaian dari syariat. Tanpa ada rambu-rambu syariat dalam

(¢
o perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada

e

B_rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut

Pk

R

Spajak sesuka hati.
<
Zg Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat apa yang telah

Editetapkan oleh Allah SWT, maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah 5:45)

-

3C=DOIeh karena pajak bagian syariat, maka sebagai dari suatu pohon, ia harus

ue}

memiliki akar yang kuat, akar itu adalah iman atau agidah. Hukum pajak
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mesti memiliki landasan atau akar, yaitu Al-Quran dan Hadits. Jika ia
memiliki landasan Al- -Quran dan Hadits tentu ia akan memberi manfaat bagi

kemaslahatan umat. Untuk itu undang-undnag pajak harus disusun oleh orang

Nijtw e1dio yeH o

yang berikman kepada Allah SWT, bukan oleh orang yang dimurkai-Nya

Zatau orang-orang yang sesat (QS Al-Bagarah 2:7)
w

& Adapun mengenai pajak dalam pandangan Islam dapat dilihat dalam Al-Quran
2

su%lt At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

0]
=

a3 P> N u_a‘_;-‘-"” \-’Ij _;-"'\-’” r‘r”* \-’Ij 4J_IL 55 y u*-}j
Iy 2 CossTh sl 5T e 15 45253

) bapirdpod b e adfadl

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
»n

ti&k (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
(¢)
digaramkan oleh Allah dan Rasul Nya dan tidak beragama dengan agama yang

be%rar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab Kepada
mgseka, sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam
ke%_adan tunduk” (Q.S At-Taubah:29)

;hJizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-

0]
ordng yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan dari mereka.

ue}

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undangnya wajib
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@)
A
di%naikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan
(@)
diBerbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan masyarakat secara lebih
QO
luas seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan
d% kemanan atau bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama (dalam Didin
Hafidhiniddin 2002:61-63).
7))
=
(2]
2
QO

19 P%Helitian Terdahulu

© Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil peneliti
sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi
terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahan penelitian.
a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arya Riska Alni (2013) Jurusan
Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
dengan judul skripsi “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar

;,cePajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

o}

% Hulu” Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran

—

ure

masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pada tahun 2012

un d

.penerimaan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian sebelumnya secara
kuantitas partsipasi masayrakat dalam membayar PBB di Kecamatan Rambah

Hilir menyatakan bahwa 56,6% cukup baik.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan

1d1o yeH ©

terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian

Il e

sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Hilir, sedangkan pada penelitian
ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda, kemudian

penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel sedangkan penelitian

d BEXSNS NIN !

ini menggunakan metode pengumpulan data informan.

.QC’ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yulianti (2018) Jurusan
Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
dengan judul skripsi “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten
Karimun” Fenomena dalam penelitian ini adalah tidak sampainya surat
penerimaan pajak terhutang kepada wajib pajak, jarak tempat tinggal yang

. : .
orjauh serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk

(¢)
»'membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
<]
é_partisipasi masyarakat dalam membayar PBB perdesaan perkotaan. Hasil
(o]
G

penelitian partisipasi masyarakat dala membayar pajak bumi dan bangunan

ISIOAIU

tergolong rendah yang disebabkan beberapa faktor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan

Jo A3

fé’terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian

ue}

sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
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bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun, sedangkan pada penelitian ini

1d1o yeH ©

berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda, kemudian

lw e

penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel dan menyebarkan

kuisioner sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data

informan.

S NINn At

¢, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rio Wijayanto (2018) Jurusan

o

Q;;Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

gdengan judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten
Rokan Hulu” Fenomena dalam penelitian ini adalah tidak terelasisasi kan nya
target yang sudah ditetapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan
kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam

';fmembayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat

%dala membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan

<]
§_beberapa faktor seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan

R

Skepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan

ISIOA

tarif pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan

Jo A3

fé’terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian

ue}

sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
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masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten

O XBH O

TEKarimun, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida

e

3 dengan tahun yang berbeda,.
.iBerdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Revelia (2018) Jurusan
EAdministrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

(0p)

ﬁdengan judul skripsi “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar
2

;Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
E.Singingi” Fenomena dalam penelitian ini adalah rendahnya kontribusi
kecamatan inuman dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat
dala membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan

karena petugas pajak masih kurang memberikan penyuluhan kepada

;,U*)masyarakat sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembayaran

[S] o
o
2,
QD
~

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan

N drure

terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian

ISIOAIU

sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi,

sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun

uej[ng jo 43

yang berbeda.
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XeH ©

Berdasarkan hasil penelitian Prisma Anugerah (2016), tentang partisipasi

masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan

lw eydio

perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota Samarinda, maka secara

garis besar adalah sebagai berikut: ketepatan waktu masyarakat di kecamatan

n Al

Epalaran sendiri sudah cukup baik dari tahun sebelumnya terlihat dari

S

& antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semenjak SPPT diterbitkan

d B

dan memang ada beebrapa wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar

Qcj.pajak disebabkan karena lupa kapan membayar pajak bumi dan bangunan
sehingga mereka terkena denda yang sudah ditetapkan oleh pihak disependa.
Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya kesadaran ataupun
tanggungjawab masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga
masyarakat tersebut selalu terlambat ataupun tidak rutin membayar pajak

bumi dan bangunan secara rutin sehingga terkena denda sebanyak 2% dari

;,U*)pajak tersebut, yang menghambat masyarakat membayar pajak tersebut adalah

]

7 ketidaktahuan mereka tentang tata cara prosedur membayar pajak itu

—

ure

bagaimana atau karena mereka masih kurang paham pentingnya membayr
pajak secara rutin setiap tahunnya untuk membangun daerah mereka.
Kemudian, yang menjadi faktor pendukung adalah dengan berkembangnya

teknologi dan juga komunikasi dapat membantu pihak disependa dalam hal

0 A31S13AIUN) D

sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak dispenda

bekerja sama dengan bank kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan
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XeH ©

bangunan di kota Samarinda bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal

dio

'jauh tidak perlu lagi datang ke kantor cabang bank kaltim terdekat sehingga

—

e

S dapat mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan

“bangunan.
c

f. ESedangkan menurut hasil penelitian Mira Andriani (2018), bentuk partisipasi

7))
ﬁmasyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan

o B

Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tampak dari

Qc’kesukarelaan membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup berpartisipasi.
Sebagian besar masyarakat sudah memiliki kepekaan terhadap pelunasan

pajak bumi dan bangunan, namun sebagian kecil masih kurang peka terutama

pemilik tanah guntai.

g. Penelitian yang dilakukan Miko Nugroho dan Eny Kusdarini (2018),

mengungkapkan bahwa strategi pemerintah Desa di Kliwonan dalam

;,U*)peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan

]

& diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang diperuntukan untuk masyarakat

I

ure

wajib pajak. Secara umum, terdapat 5 kegiatan inti yang dilakukan sebagai

un d

wujud strategi pemerintah Desa Kliwonan yaitu: pertama, bekerja sama

ISIOA

dengan Pemerintah Kecamatan Banyuurip. Kedua, mengoptimalkan seluruh

perangkat Desa. Ketiga, menggerakan tim penggerak PKK dan Dasawisma.

0 A}

-

?Keempat, melaksanakan sosialisasi. Kelima, mendatangi langsung wajib

pajak.
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finisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam

18 e1dio ¥eH o

Ee]

ulisan ini serta menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu

méngemukakan konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-

N !

inakatornya:
w

1.5;Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu persitiwa untuk mengetahui
=
Q;jkeadaan yang sebenarnya.
2.§6artisipasi adalah suatu keterlibatan mental atau pikiran atau moral perasaan di
dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan
kepada kelompok dalam usaha mencapai tutjuan serta bertanggung jawab
terhadap usaha yang bersangkutan.
3. Pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
?engan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
%eperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4.§_Jenis-jenis pajak adalah pajak yang termasuk pajak pusat yaitu pajak
g?enghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea
§perolahan hak atas tanah dan bangunan, pajak migas dan pajak ekspor.

ESedangkan pajak yang termasuk dalam pajak derah yaitu pajak kendaraan
-~

Permotor, reklame, radio, hiburan, hotel dan pajak bea balik nama.

nery wisey JireAg uej|
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5=Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan

angunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara

yata mempunyai hak dan atau memperolenh manfaat atas bumi dan atau

1w e)dio

“memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan
(=

6.ZKecamatan Seberida adalah salah satu kecamatan yang terdapat pada
7))

& Kabupaten Indragiri Hulu.
&

2.11 Igpnsep Operasional

Buepun-6uepun 16unpuig e3di yeH

QCJ Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara
mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui
indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianlisis. Adapun konsep

operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 Konsep Operasional Pajak Bumi dan Bangunan

Komsep Indikator Sub Indikator
Periberdayaan 1. Tingkat 1. Pengetahuan
Magyarakat Dalam Pendidikan Wajib Pajak
Membentuk Pola 2. Sikap Wajib
Pertlaku Manusia Pajak
Pe@bangunan. 3. Kesadaran
Slaget (2003:79) Wajib Pajak
< 2. Tingkat 1. Penghasilan
Pendapatan Wajib Pajak
2. Tunggakan
Wajib Pajak
3. Jarak Tempat 1. Jarak Tempat
Tinggal Wajib Pajak
2. Lokasi Kantor
Pajak
. Tingkat Pekerjaan 1. Pekerjaan

nery wisey JifeAg uejng jo £31s1dA
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s ©
> B
H] B disektor Formal
2 o 2. Penghasilan dari
2 = usaha
al o 3. Penghasilan dari
g 3 modal
=
a = 4. Penyuluhan 1. Sosialisasi
S € 2. Penyampaian
§ = Infomasi
@ o

=
Sumfer:Slamet (2003:79)

QO

Py

=

2.12 Kerangka Pemikiran
Uma Sekaran dalam Harbani Pasolong (2013:83) mengemukakan bahwa
kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai
masalah yang penting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan
gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dengan indikator-indikator

7))
§ang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:
(¢)

nery wisey JureAg uejng jo AJISIdATU) dIWE]S]
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ﬂ\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ;ﬂw 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AV.. .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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2

e METODE PENELITIAN
QO

3

Gckasi dan Waktu Penelitian

ZSesual dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan oleh

S

peﬁulis di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu pelaksanaan

A

mggai dari bulan November 2019-Februari 2020.

0]
=

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel
mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.

7;3 Data adalah unsur penting dalam penelitian, berupa suatu fakta yang ada
u&tuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya, relevan dan lengkap
(I%r_asetyo Irawan, 2004: 84-87), adapun sumber data yang digunakan dalam
p’%elitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden

dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan

53
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kemudian data tersebut adalah data tingkat pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat

kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah

Buepun-6uepun 16unpuig e3di yeH

penelituan antara lain tentang:

1. Lokasi penelitian

nery e)ysns NN A!jtw ejdio yeHq @

2. Keadaan wilayah, penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat

3. Keadaan sarana dan prasarana

3.3 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
sebagai berikut:

»n . . L .
1z Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi

(¢
& penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan. Hal

o)

_B_yang akan di observasi adalah gejala-gejala yang ada di lapangan yang
(o]

Smenjadi objek penulis.

<

2§Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan

(o

I

informasi yang dibutuhkan melalui dialog secara lisan terhadap subjek

SJjo Ak

penelitian atau responden yang dianggap perlu dengan pedoman pada daftar

n

uel|

yang telah disediakan.

nery wisey Jreg
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©

a6

O] . . .

I=Dokumentasi, vyaitu cara menyediakan dokumen-dokumen dengan
(@)

© menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi

lw e

khusus,yang berupa arsip foto dan laporan.

> Kuesioner, merupakan pertanyaan diajukan secara tertulis dan disebarkan

kepada responden untuk di jawab, setelah pernyataan di jawab, di kembalikan

sns NINYI

& lagi ke pihak peneliti. Metode angket dilakukan dalam peneitian adalah untuk

pengumpulan data dengan peneliti telah membuat daftar pertanyaan atau

Bly e

« pernyataan terlebih dahulu dan memberikan skor pada setiap jawabnnya.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian
ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian
keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti  (Arikunto:145).

Séjbagaimana yang dikemukakan menurut Harbani Pasolong (2013:107) yang

(¢)
ngenjelaskan purposive sampling merupakan teknik penarikan sampel yang
<]

o&unakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang
(o]

o@nggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik

senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti

JISTOAI

harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian.

oA

Menurut Sugiyono (2005:221), penentuan sampel atau informan dalam

nelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum,

nery wisey jireAg @ejpng j
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©
Ak
Ic%rena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya harus
(@)
memenuhi kriteria. Adapun yang menjadi informan dalam penilitian ini adalah

1@ e)

sebagai berikut:

'Fcébel 3.1 Informan Penelitian

N®. Informan Jumlah
19 | Kassubid P3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 1
20 Sekertaris Camat Seberida 1
=g Kasi Pemerintahan Camat Seberida 1
4 Kolektor Kecamatan Seberida 1
o5 Masyarakat Kecamatan Seberida 15

- Jumlah 19

Berdasarkan tabel di atas peneliti percaya bahwasannya informan yang
telah ditetapkan akan mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
untuk kepentingan penelitian, adapun alasan menentukan informan sebagai
berikut:
1$ Dengan menetapkan Kepala Subbidang P3 pada Kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai informan karena berdasarkan

pengetahuan dan keadaan administrasi perpajakan di instansi terkait.

Ao1wesy aje

~ Sekretaris Camat Seberida, karena mengetahui informasi yang ada di

' Kecamatan Seberida

SI9AIU

&' Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Seberida ditetapkan sebagai informan
dengan alasan bahwa informan tersebut yang memahami keadaan

administrasi perpajakan di Kecamatan Seberida.

nery wisey jrreAg uejng jo
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=~ Kolektor Kecamatan Seberida, karena sebagai orang yang ditunjuk untuk
turun kelapangan memberikan tagihan SPPT.
Masyarakat Kecamatan Seberida, karena masyarakat yang berpartisipasi

sendiri dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida.

pulasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang

1y exghs Nin i eydio Feq 0

t&’rdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi dalam penelitian ini yaitu wajib
pajak di Kecamatan Seberida yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 20.007
orang. Jadi, jumlah populasi dalam peneitian ini adalah sebanyak 20.007 orang.
Adapun teknik teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian
iép adalah rumus Slovinn (Husein Umar, 2007:78) rumus slovin tersebut adalah
s%)agai berikut:

N

n=———
1+ N.e

%un Jrure

eterangan :

Ukuran Sampel
= Ukuran Populasi

= Nilai kritis (batas ketelitian) yang di gunakan.

nery wisey Jreg ueq[ng_jo Aysio
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©
an
0] . .
=  Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam
(@)
penelitian ini, maka jumlah sampel wajin pajak dalam penelitian ini adalah
o)
=sebagai berikut:
= _ 20.007
= 1+20.007 x (0,1)?
Z
20.007

m=———
—  14+20.007(0,01)
w
2 20.007
)= 1+200,07
- :
% _ 20.007

201,07

n = 99,50 dibulatkan menjadi 100

Dengan populasi atau wajib pajak di Kecamatan Seberida sebanyak
20.007 orang diperoleh sampel dengan e sebesar 10% maka diperoleh sampel
sebesar 99,50 yang penulis bulatkan menjadi 100 orang. Sedangkan teknik
pengambilan sampel di lakukan dengan metode Proportionate Stratified
%andom Sampling yaitu: mengambil sampel dari anggota populasi yang
?empunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara

E;proporsional (Sugiyono, 2011:93).

c!

=

<

(¢°]

Analisis Data

<

o Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian
0]

nenjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan

emikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam

wn
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Q e . - ,
menyusun penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu

(@)
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang

e

diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58)

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun

[N X

data sekunder. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa

S

yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-

e

kﬁpyataan yang ditemukan di lapangan mengenai partisipasi masayrakat dalam
r?_t’émbayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu, kemudian data dituangkan ke dalam bentuk tabel dengan angka
dan presentase untuk dilanjutkan dengan deskriptif analisa.

Adapun menurut Arikunto (2002:310) dalam menganalisa data penelitian
peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud membuat gambaran
rgg:engenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka

[SI 9

ta informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai

"§h dKEBue

gan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan

ian dengan ruumus presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut:

ng yo A3IsFPA

P=x100+5
N
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eterangan:

= Angka Presentase

= Frekuensi yang sedang dicari presentasenya

= Number Of Cases (Jumlah Frekuensi/banyaknya individu)

0% = Bilangan Tetap

ASNS NIN2A!|16 61610

Kemudian untuk menetapkan kesimpulan analisis partisipasi masyarakat
%alam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten
%dragiri Hulu keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden
dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suharsimi

Arikunto (2003:43), Sebagai berikut:

Sangat Baik . 76-100%
Baik : 56-75%
Cukup Baik : 40-55%
furang Baik : 0-39%
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E» GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
=

~

arakteristik Wilayah

— Kecamatan Seberida dilewati oleh jalur lintas timur, dengan dominasi
7))

utama wilayah adalah perkebunan. Luas penggunaan lahan di Kecamatan
S@Eerida terbagi atas 7.610 Ha areal perkebunan, 1.489 Ha wilayah perumahan
d@. 106 Ha dipergunakan untuk fasilitas umum. Dari segi pemerintahan
Kecamatan Seberida terdiri dari 41 Dusun, 249 RT dan 78 RW. Kecamatan
Seberida memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rengat Barat, Rengat

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Gansal

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Batang Gansal, Kuala Cinaku

d.;)".?SebeIah Barat berbatasan dengan Batang Cenaku, Rakit Kulim

-~
(¢

4.2 K:!adaan Demografi

5_ Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan,
(o]

baﬁ( sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu
segdiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor
p%duduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan
keétapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan
segagai salah satu sumber potensial yang menggerakan dan digerakkan dalam

7))
<
pr@ses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Seberida pada tahun

61
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2019 berjumlah 55.129 Jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel

kut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Seberida

Nao: Desa Jenis Kelamin Jumlah
: Laki-Laki Perempuan
1 | Bukit Meranti 1.633 1.435 3.068
Z_ | Paya Rumbai 4.315 3.855 8.170
= | Kelesa 1.003 873 1.876
42 | Beligan 820 818 1.638
v | Seresam 1.629 1.525 3.154
62 | Petala Bumi 1.829 1.792 3.621
70 | Titian Resak 3.223 2.974 6.197
8. | Sibabat 1.610 1.405 3.015
9. | Pangkalan Kasai 8.530 7.720 16.250
10. | Buluh Rampai 3.118 2.910 6.028
11. | Bandar Padang 1.098 1.014 2.112
Jumlah 28.808 26.321 55.129

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-

Iakg’lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

@
4.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

up) drure|

neny wisey| Jiredg Weing jo £3ISI9AT

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting pada era

embangunan

seperti sekarang ini.

Beberapa tahun belakangan ini

alam wilayah kecamatan tersebut.

Berkualitasnya mutu

pendidikan

asyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan

dapat dilihat bahwa semakin

eningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Seberida akan pentingnya
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Q7@)pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan penduduk wilayah
(@)
Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
QO
3
;I'abel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan
= Seberida
4 No. Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase
g? 1. | Tamat SD/MI 9.851 17.90 %
o 2. | Tamat SMP/MTS 10.803 19.60%
2 3. | Tamat SLTA 12.360 22.47%
-5 4. | Tamat Diploma 940 1.70 %

"~ 5. | Tamat S1/S2 1.120 2.03%
¢ 6. | Lain-lain 20.005 36.30%

Jumlah 55.129 100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di
Kecamatan Seberida sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kecamatan
Seberida secara mayoritas telah menyandang pendidikan. Pendidikan sebagai
prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Seberida.
gf’endidikan harus ditunjang oleh prasarana yang memadai, pada umumnya
?rasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan
%Seberida boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia. Prasarana yang tersedia
gudah dapat dikatakan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
%]umlah gedung sekolah yang telah mampu menampung sebagian besar

S
Qenduduk di Kecamatan Seberida pada usia sekolah. Keadaan tersebut

7))
=ditunjang dengan prasarana yang telah disediakan pemerintah. Untuk

nery wisey JireAg ue
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Q7;°nengetahui prasarana pendidikan di Kecamatan Seberida dapat dilihat pada
(@]

Tabel di bawah ini:

QO

STabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seberida

-No. Sarana Pendidikan Jumlah Presentase
2l 1. TK/RA 40 45.98%
g 2. SD/MI 27 31.03%
£ 3, SMP/MTS 9 10.34%
P4 SLTA 11 12.64%
u Jumlah 87 100%

& Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

nery

Dari tabel tersebut, ditunjukkan bahwa prasaarana pendidikan yang

paling banyak adalah TK/RA sebanyak 40 gedung (45.98%), berikutnya adalah

SD/MI sebanyak 27 gedung (31.03%) sedangkan gedung SMP sebanyak 9

gedung (10.34%), untuk tingkatan SLTA memiliki gedung sebanyak 11

(12.64%).

4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

21315

TWRISI

Adapun beberapa mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di
ecamatan Seberida. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian

enduduk Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel berikut ini:

abel 4.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Seberida

2 No. | Mata Pencaharian Jumlah Presentase

4 1. | Petani 4.794 8.70%
@ 2. | Buruh 672 1.21%
3. | PNS/Honorer 1015 1.86%
g 4. | Pedagang 501 0.90%
&5. | TNI/Polri 102 0.18%
6. | Lain-Lain 48.045 87.15%
& Jumlah 55.129 100%

nery wisey JrreAg

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020
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B = Dari tabel di atas dapat diketahui dari sekian banyak penduduk yang
o (@)

g perada di Kecamatan Seberida, terdapat 4.794 (8.70%) bermata pencaharian
= QO

«Q

§ =sebagai petani, 672 (1.21%) sebagai buruh, 1015 (2.86) sebagai PNS/Honorer,
Q =

é ?Ol (0.90%) sebagai pedagang, 102 (0.18%) sebagai TNI/Polri dan yang
c

- —

g, Zerakhir sebanyak 48.045 (87.15%) dikategorikan ke dalam lain-lain.

«

4

.2.3 Kehidupan Keagamaan

d BXINS

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia.
Ekebebasan beragama di Negara Repubik Indnesia dijamin dalam batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan
dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat
beragama, kerukunan umat beragama tidak mencamur adukkan kepercayaan.
Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah
Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama, yaitu:

»n
1.grKerukunan umat beragama dengan seagama

-~
(¢

2.5'Kerukunan umat beragama dengan agama lain
<]

3.§_Kerukunan umat beragama dengan pemerintah
(o]
S
= Untuk melihat pemeuluk agama yang tumbuh dan berkembang di
(¢°]
i&ecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
S
STabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Seberida
% No. Pemeluk Agama Jumlah Presentase
= L Islam 53.303 99.6%
-2 Budha 5 0.01%
¢ 3. Protestan 1420 2.57%

4. Katolik 366 0.66%

nery wisey jigek
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5. Hindu 0 0%
6. Konghucu 35 0.07%
Jumlah 55.129 100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemeluk agama di Kecamatan
Seberida mayoritasnya adalah memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 53.303

orang (99.6%) beragama Islam, sedangkan minoritas terdapat empat agama,

q ejxsns NinN Ytiw erdioeH ©

yaitu Protestan terdapat 1420 orang (2.57%), Budha 5 orang (0.01%), Katolik

Q':3366 orang (0.66%), dan yang terakhir adalah konghucu dengan jumlah 35
orang (0,07%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu

dan harus didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana

ritual adalah tempat peribadahan. Dimana tempat peribadahan ini selain

sebagai tempat ibadah merupakan salah satu saluran yang penting untuk

»n
= mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka
(¢
zmensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat
o)
E.ibadah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada
Stabel berikut ini:
Tabel 4.6 Jumlah Prsarana Ibadah di Kecamatan Seberida

No. Sarana Ibadah Jumlah Presentase

1. Masjid 44 22.22%

2. Mushola 143 72.22%

3. Gereja 10 5.06%

4, Vihara 1 0.50%

5. Pura 0 0%

Jumlah 198 100%

nery wisey JrreAg uejng jo AJISIdAr1
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Sumber: Kantor Camat Seberida 2020
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kecamatan Seberida,
terdapat prasarana ibadah yang sudah memadai. Masjid yang ada di

Kecamatan Seberida sebanyak 44 (22.22%), Mushola sebanyak 143 (72.22%),

INtw eydioyeH o

Buepun-6uepun 16unpuig e3di yeH

Zgereja sebanyak 10 (5.06%) dan yang terakhir adalah Vihara sebanyak 1

w

& (050%).

-~

Q)

4.3 St;rouktur Pemerintahan

= Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang
terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari 10 Desa dan 1
Kelurahan sebagaimana yang telah diuraikan. Adapun mengenai struktur
organisasi dari pemerintahan Kecamatan Seberida dapat dilihat pada bagan

berikut ini Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu:

nery wisey JrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dIWE[S] 3}e}§
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4.3.1 Tugas dan Fungsi Camat

Pemerintah Daerah bahwa Kecamatan

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

merupakan

perangkat

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

daerah

gabupaten/Kota, dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda
wn

Berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud di
§as dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

§elimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani
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3eH @

bagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

g0

ymat mempunyai tugas sebagai berikut:

SN

S NINIIW e}

Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan
di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan
masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

b.6; Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

o B

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
=

< umum.

d. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat
kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan.

Membina pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

> @

Membina melaksanakan kesekretariatan kecamatan.

@I e[S] 9)€31g

&

.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan
Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan

Y bertanggung jawab pada camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat

&4§JaA;un

&

Kecamatan, yaitu:

JInS

Sekretaris Kecamatan

nery wisey Jrredg ue
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Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan.

T:{'Mempunyai tugas sebagai berikut:

w e
=
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administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintah serta
melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintah kecamatan pembangunan  dan
kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan
kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan.

Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat Kecamatan dan
kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

Memberi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.

Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada camat
secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan
evaluasi bagi atasan.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang yang

diberikan oleh camat.
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Sub Bagian Umum

a)

b)

d)

- Dengan tugas sebagai berikut;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
kepegawaian umum dan perlengkapan.

Merencanakan Program kerja Sub Bagian kepegawaian, umum
dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan
tugasbidang kepegawain, Umum dan perlengkapan berdasarkan
petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset Kecamatan
dan Kelurahan.

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan kepegawaian, pembinaan aparatur serta
peningkatan kualitas pegawai.

Merumuskan dan  melaksanakan pelayanan administrasi,
inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.

Melaksanakan urusan Keprotokolan, upacara-upacra, rapat-

rapatdinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
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g) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan,
ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin
pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.

h) Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 ASN,

registrasi ASN dan DUK.

Sub Bagian Keuangan

engan tugas sebagai berikut:

Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat
Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan
Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas.

Melakukan Vertifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

Menyiapkan surat perintah membayar (SPM)

Melakukan Vertifikasi harian atas penerimaan.

Melakukan Vertifikasi laporan pertanggung jawaban(SPJ) Bendahara
Penerimaan dan bendahara Pengeluaran.

Melaksanakan akuntansi Sekretariat Kecamatan.

Menyiapkan laporan keuangan Secretariat Kecamatan.
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@)
A
0]
= h) Merencanakan program kerja pengelolan dana perjalanan Sekretariat
(@)
14 Kecamatan.
QO
3 i) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah
z tangga secretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah.
d.ZSub Bagian Program
7))
= Dengan tugas sebagai berikut:
=
; a) Merencanakan program Kkerja SubBagian penyusunan program
8 meliputi koordinasi dan pelaksanakan tugas dibidang penyusunan
Program berdasarkan petunjuk atasan
b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan Kecamatan.
c) Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan.
d) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan
kecamatan.
7)) _ .
e.gr Seksi Pemerintahan
o
& Seksi  Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
o)
_5_, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat

melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal :
a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b) menyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan

perwakilan desa.

nery wisey JureAg uejpng jo AJIsIdAru d
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Menyelnggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat
kecamatan.

Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar desa/kelurahan dan
penyelesaian perselisihan antarDesa/ Kelurahan.

Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan
Desa.

Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi
aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah

kerjanya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

nery wisey JrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dIWE[S] 3}e}§

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab

kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal :

a)

b)

Melakukan usaha pengendadap pengaduan masyarakat aparat
operasional, penetraman,penertiban,pengamanan dan pengawalan,
pelaksanaan operasional pembinaan ketenraman dan ketertiban
masyarakat.

Melakukan penyusunan program pedoman dan petunjuk teknis
penetraman dan Ketertiban, serta melakukan pengamanan serta

pengawasan acara protokoler serta objek-objek vital, fasillitas
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sosial, sarana umum, sarana kota, kawasan pemukiman, tempat
hiburan dan rekreasi.

Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis
penetraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan
melakukan upaya penyelesaian sengketa

melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis,
penentraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan
melakukan koordinasi antar aparat ketertiban.

Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penerpan peraturan
perundang-undangan.

Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar
umat beragama.

Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk tekhnis
pengadministrasian, inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat

usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG)

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa

Seksi  Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat
melalui Sekretaris Kecamatan. :

Tugas Kasi Pembangunan Masyarakat Desa Sebagai Berikut :
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a) Merumuskan,mengkoodinasikan dan melaksanakan pelayanan
urusan pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan.

b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan desa/kelurahan dikecamatan.

c) Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi
dan distribusi ditingkat Kecamatan.

d) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja

pemerintah maupun swasta.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 3}e}§

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

d)

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan
dan bantusn sosial bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat
dan perempuan, keluarga Berencana, olah raga dan tenaga kerja.
Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan
masyarakat.

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan
sosial.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja, perangkat daerah, atau

instansi vertikal tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.
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@)

A

m :

~Seksi Pelayanan Umum

(@)

© Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

QO

3 mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat.

i Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

z a) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

7))

% urusan pelayanan umum.

2

; b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi

Qc’ pelayanan Surat-surat keterangan, serta surat hutang pada bank,
pendaftaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat
keterangan yang dibutuhkan masyarakat..

c) Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan
pelayanan umum

d) Menginventarisirsegala permasalahan yang berhubungan dengan

;,U'? pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.

. ® Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan  Fungsional ~mempunyai tugas  pokok

wrejfs

~'pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai
Sdengan kebutuhan dan Kelompok jabatan fungsional ini dalam

& melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

0 A3181

Tabel 4.7 : Jumlah Tenaga Kerja Kantor Kecamatan Seberida.

Jenis Kelamin
No Nama Jumlah | Ket
Laki-laki |Perempuan

1. | Aparatur  Sipil Negara

(ASN) 12 9 21

nery wrsey| jiiedg ueyng j
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%Ass%mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
(2]
E Derfjan Hormat
2 Kepdda Bapak/Ibu dan Saudara/i
©

el

3 Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang sedang saya lakukan di

S Fakuttas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

epun 1Bunpu

n-b6

5 Riaugjurusan Administrasi Negara, maka saya lakukan penelitian dengan judul:
8“ANiLISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUIﬁlI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA
KAgUPATEN INDRAGIRI HULU”

3]
o Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan

ep

menflebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu, saya mengharapkan
kesediaan Bapak/lbu dan Saudara/i sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai
data yang akan dipergunakan dalam penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Atas

kesediaan dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Miranti Indah Pertiwi
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KUESIONER PENELITIAN

Petdfijuk Pengisian Kuesioner:

£. Mohon diisi titik-titik sesuai dengan pernyataan yang tersedia (untuk

d

o Identitas responden)

|

2. Mohon diberi tanda (\) pada pilihan tanggapan yang paling sesuai dengan

?_: keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara/l rasakan atau alami
. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan
i jawaban Bapak/lIbu/Saudara/l
&
Ketg)rangan:
SS ™ : Sangat Setuju (4)
S S : Setuju (3)
TS : Tidak Setuju (2)
STS : Sangat Tidak Setuju (1)
BAGIAN I
IDENTITAS RESPONDEN
Identitas PILIH SALAH SATU JAWABAN
Nama

o
Jergs Kelamin
—

1) Laki-Laki

° 2) Perempuan
Usa% 1) 17-25 Tahun

?{ 2) 26-35 Tahun

(E:. 3) 36-45 Tahun

5 4) 46-55 Tahun

®

5:' 5) >56 Tahun
Status 1) Menikah
Pe@ikahan 2) Belum Menikah

3) Pernah Menikah

>
Y

1) Islam
2) Protestan
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

y of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Pernyataan
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Pilihan Jawaban

SS | S | TS| STS

|
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B‘ﬁepun 1Bunpuig edio yeq

77
Ein e.

enmdlkan

ey
epuq)-

ngetahw dan paham tentang PBB yang harus dibayar

ajnencammformam tentang peraturan PBB yang berlaku

@a

erasa @emlllkl kewajiban membayar pajak

K JEBYRISgRY Upsibn
Ipgbd (Ehuedd) b

gy

adar hé;gjs membayar PBB tepat waktu

P
e

at Penﬁhasilan

rie

a3|lan Wajlb pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan

Ng]JQISV\[H
ﬁ%ﬁl

PenBuads liesgp

b5

ya PBB sesuai dengan pendapatan

Tempat Tinggal

siri3ad
1ue§ue@edl§1 I

BT BHS
v
uﬁ

empat tinggal yang jauh membuat masyarakat malas membayar pajak

(

—

at pembayaran pajak yang sulit dijangkau

_|
=)
w“%pw»

at Pekerjaan

'

w

in bes%ﬁ penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah

&iad §|

rhutarvg yang harus dibayarkan

©

09)
uBgn
s-uemn—qe/(ga

apapun pe;pghasnan yang diperoleh wajib pajak, maka akan dikenai pajak

)

jaan sa)@ memudahkan untuk membayar PBB

1PN

ueRodeRue

uluhanc

o
<

Pgmahaman ﬁan pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang

dgaksanakan;pleh pemerintah

S|§Iem pajakiang berlaku mudah dipahami

Pgugas pajakimemberikan penyuluhan dengan jelas

w
‘nery e)sng Nm'ugzg edue) undede ¥nuaq wejep 1ul|sin) eAiey yninjes neje ueibeqes yeAueqiediuaw uep ughwnw

‘yejesew nyens uenefur} ng)
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PEDOMAN WAWANCARA

entias pihak Instansi yang bersangkutan

uapullig ejdiD yeH
llw gdidjeH @

i

ama=informan
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o Buegun
S
d BYSES NIN
)
5

end

Apakah dari pihak isntansi pernah melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya
pajakcbumi dan bangunan terhadap desa-desa yang masih lemah dalam membayar
pajak bumi dan bangunan?

Dalam setahun berapa kali kah pihak instansi melakukan penyuluhan tentang arti
penting pajak bumi dan bangunan?

Bagaimanakah aturam dalam pengiriman SPPT?

Baga'@anakah respon pihak instansi apabila ada sebuah desa yang lemah dalam
memlgéyar pajak bumi dan bangunan?

Adaké;h teguran bagi pihak instansi ke desa yang lemah dalam membayar pajak
bumigan bangunan?

Bagai%hana solusi yang tepat menurut instansi dalam mengatasi desa yang lemah
dalarémembayar pajak bumi dan bangunan?

Baga&lana cara mengatasi kesalahan nama yang tertera di SPPT dengan surat tanah
wajibg_pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar kewajibannya?

Apak& ada dana dari pihak instansi yang telah disiapkan untuk melakukan
5}

-t
penyu;ijhan tentang pajak bumi dan bangunan?

nery wise



=

ang glalu membayar pajak tepat waktu?

paka&h pihak instansi selalu memberikan informasi kepada setiap desa dalam

(/)

upayanmeningkatkan pembayaran pajaknya?

(@)

QO
Iarﬁ*membayar kewajibannya?

QO
ak@rj pihak instansi pernah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada desa

m@t bapak/ibu apakah faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak malas

ka Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ak% pihak instansi pernah melakukan penyuluhan melalui media cetak?

ﬂ\/l _._M Cip® U.:?:m.ﬁ:am:w&:nmﬂé
..u. ; 1 Hilarang Bmm@c:ﬁmcm@_m: m@f seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscariay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA

BiojeH o

entitas Wajib Pajak
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Apak;)b'l Bapak/Ibu mengetahui arti penting dari pajak?

Apakgh Bapak/Ibu mengerti tentang pajak bumi dan bangunan?

Apakah Bapak/Ibu sudah membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu?
Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dari pajak bumi dan bangunan?

Apakah setiap tahun tarif pajak bumi dan bangunan Bapak/lbu bayarkan selalu
meningkat?

Apakah Bapak/lbu membayar pajak bumi dan bangunan apabila sudah ditegur
deng:gj) menggunakan SPPT?

Bagat%anakah pelayanan saat Bapak/lbu membayar pajak di Badan Pendapatan
Daer%:m Kabupaten Indragiri Hulu?

Apakgj dampak yang Bapak/lbu dapatkan saat tidak membayar pajak bumi dan
banglglan?

Apal%é% pihak kolektor atau pihak desa pernah melakukan penyuluhan tentang
pajakgumi dan bangunan?

=
Apak@ yang menjadi kendala untuk Bapak/lbu dalam membayar pajak bumi dan

<
banguhan?
L oY
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Bapak/Ibu lakukan ketika tidak bisa membayar pajak bumi

ak% Bapak/Ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan
ak% waktu dalam pekerjaan Bapak/lbu menjadikan kendala hinga lupa untuk
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Apakeuh jarak mempengaruhi Bapak/lbu dalam membayar pajak?

O _._Mm O_EW,U___:QC:Q_ msam_@.c:n.@_m
..u. ; Annv__mqm:@ an@c:v mmcmBms atau mmﬂ.?_: karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
fr .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
=2:0) b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscariay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Dalarr?pv setahun berapa kali Bapak/lbu membayarkan setoran uang pajak bumi
bangl;)an dari masyarakat ke Bapenda Inhu?

Apakgh kendala Bapak/Ibu saat meminta uang tentang pajak bumi dan bangunan
kepada masyarkat?

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala saat masyarakat lemah dalam
membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan penyuluhan tentang pembayaran pajak bumi
dan bangunan?

Dalar(é3 setahun berapa kalikah Bapak/lbu melakukan penyuluhan tentang
pemb%yaran pajak bumi dan bangunan?

sV
Apakah yang menjadi kendala dalam melakukan penyuluhan tentang pajak bumi

=
dan bangunan?
<

. Apak& solusi yang bisa Bapak/Ibu lakukan ketika saat memungut uang pajak bumi

dan bﬁngunan saat wajib pajak bekerja dari pagi sampai sore hari?
Lo 2

Bagaiuc_%anakah partisipasi masyarakatnya sendiri pada saat desa melakukan

-

=
penylauhan tentang pajak bumi dan bangunan?

nery wisey jrrek
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pak% ada dana sendiri yang disiapkan oleh pihak desa untuk melakukan

enym'uhan’>

ngHIIaEIdio

agaﬁhana sanksi yang Bapak/Ibu berikan kepada wajib pajak yang malas dalam
emt?ayar pajak bumi dan bangunan?

pa k@ faktor pendapatan merupakan faktor terbesar dalam masyarakat hingga

ﬁgpu n-ﬁuepug 16u

alasiialam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak?

. Bagaicinanakah solusi dari Bapak/lbu lakukan jika masyarakat sendiri malas dalam
memi;gyar pajak bumi dan bangunan?

Menﬁut Bapak/Ibu faktor apa saja yag menjadikan wajib pajak malas dalam
membayar kewajibannya?

. Apakah Bapak/lbu pernah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat
dan tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan informasi kepada wajib pajak agar wajib

pajak membayar kewajibannya sebagai wajib pajak?

:Jaquuns uexngakusw uep ugwnijueousieduey jul sip) eAiey ynjges neje ud[ﬁeqes dp,nﬁ@w Buese

nery wisey] JrreAg uejng jo A}JISIdAIU) DTWE[S] 3}e}§
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOM! DAN ILMU SOSIAL

dgclanljl g agaleisl)l agladl a0
FACUITY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

JI I R Socbrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/5972/2019
. Biasa 11 Safar 1441 H

Pekanbaru, 11 Oktober 2019 M

: Pra Riset

Kepada

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Miranti Indah Pertiwi
NIM. : 11675202039
Jurusan . Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Partisipasi Masyrakat dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” Untuk
itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A Dr. Prs; U Muh. Faid HM, M.Ag, MM#
*NFP 19620512 19903 1003
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PEMERINTAH PROVINSI RTIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

i i Kantor Gubernur Riau
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | & Il Komp.
JI. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

—

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26744
TENTANG

032010
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca

Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakuitas Ekonomi dan llmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.VII/PP.00.9/5972/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama © MIRANTI INDAH PERTIWI

2. NIM/KTP © 11675202039

3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

4. Jenjang : 81

5. Alamat . PEKANBARU

6. Judul Penelitian © ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SIBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

7. Lokasi Penelitian . BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

1~
°
3

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

3

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1
2.

3.

&

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Indragiri Hulu

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan
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e Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Dibuat di : Rengat
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN
( APELAYANAN TERPADU SATU PINTU
T KABYPATEN INDRAGIRI HULU

Ir.SUSENO ADJL. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601213 198903 1 005

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.

2. UIN Suska Riau — Pekanbaru
3. Arsip
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Y .'t I Ex,;cLaii._:Ulga,g:h:{.iém aglell ad<

"’"ﬂ:\n FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

4 JI. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pckanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id
Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7337/2019 Pekanbaru, 4 Desember 2019 M
Sifat . Biasa 7 Rabiul Akhir 1441 H
LLampiran -
Hal . Izin Riset
Kepada

nery u

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama . Miranti Indah Pertiwi
NIM. 11675202039
Jurusan . Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

= £ N
-4 Dy, Drs, H, Muh. Said HM, M.Ag, MM 7
\NIP:19620512 198903 1 003
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | & Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28764
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca

Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :

Un

.04/F.VII/PP.00.9/7337/2019 Tanggal 4 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : MIRANTI INDAH PERTIWI
2. NIM/KTP : 11675202039
3. Program Studi ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang 81
5. Alamat :  PEKANBARU
6

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

. Judul Penelitian

7. Lokasi Penelitian
Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Desember 2019
Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
") Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1
2

o

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Indragiri Hulu

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211

Email. inffo@dpmptsg b.go.id W pmptsp go.id
RENGAT
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 6/DPMPTSP/NON I1ZIN-SKP/1/2020

MEMBACA . Permohonan Sura. Keterangan Peneliian (SKP) Nomor - tanggal 13 JANUARI 2020 perihal

MENIMBANG

permohonan Sura. Keterangan Penelitian;
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan
Skripsi Nomor 530/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28764 tanggal 13 DESEMBER 2019

MENGINGAT 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor3Tahun 2018Tentang Penerbitan

Ke|

Surat Keterangan Penelitian;

2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 601/XI11/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu:

pala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragin Hulu memberikan Surat

Keterangan Penelitian kepada :

1.
2
3

4

Nama © MIRANTI! INDAH PERTIWI

Nomor Induk Mahasiswa 11675202039

Alamat RT/RW 018/005 DESA/KEL TITIAN RESAK KEC. SEBERIDA KAB.
INDRAGIRI HULU

Kebangsaan . INDONESIA

Melakukan penglitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi/tesis/sekripsi/tugasAkhir) dengan rincian sebagai
berikut :

1

s wn

De
1

2

De

Tembusar disampaikan kepz

1
2
8

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

KANTOR CAMAT SEBERIDA

6 (ENAM) BULAN

MAHASISWA

UIN SUSKA RIAU

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian
Lama Penelitian
Status Peneliti
Nama Lembaga

ngan ketentuan sebagai berikut

Tidak melakukan kegiatan yana menyimparg dalam ketentuan yang telah ditetapkar yang ucak ada huburgan
dengan kegiatar ini

Sebelum melakukan kegiatan teriebir dakulu melaporkan kepada pejabal setempat/iembaga swasia yarg ahan
dijadikan objek lokasi penelitian

Melaksanakan kegiaian dimaksud ucak disalahgunakar untuk tujuan yang dapa' merggarggu kesetahilan
pemerintah

mikian Sura: Keterangar Perelitiar v dibua® urius dapat diperqunakar sebagaimana mesioya

Ditetapkan di Rergat

Pada tanggal 14 Jaruari 2020
r ) ___ betandatangar: sccara elektrontk oleh
| KEPALA DINAS PENANAMA'S LIODAL TAN
o] PELAYANAN TERPADU SAT  PINTU
“a s KABUPATEN INCRAG!RI H
s
| g Ir. SUSENO ADJI. MM

’ Pambira Uar

NIP 19801213 128433 1 005

Kepala Badan Kesbangpol Kab Indragiri Hulu
UIN SUSKA RIAU
Arsip
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